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ABSTRAK

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA

TERORIS DI TANAH DATAR DELI SERDANG
(Studi Di Polda Sumatera Utara)
OLEH
Abdul Kadir Zailani
NPM: 178400182
Hukum Pidana
Dalam Undang-Undanng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah
Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat
menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau
kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkunan hidup, fasilitas publik,
atau fasilitas internasional dengan motif idiologi, politik atau gangguan keamanan.
Dalam penanganan teroris terkadang pihak kepolisian harus bertindak tegas
terhadapa terduga pelaku teroris, terkadang kepolisian harus menggunakan upaya
paksa dengan senjata api tembak mati kepada pelaku, sebagaimana yang terjadi di
tanah Datar Hamparan Perak Deli serdang, Dua pelaku terduga teroris mati
tertembak oleh kepolisian Anti Teror, sehingga dalam penelitian ini penulis
mengangkat masalah terkait dengan tindakan Polri dalam menangani tindak
pidana teroris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri, aspek
hukum pidana dalam praktek extra judicial killing terhadap teroris di Kabupaten
Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
penerapan peraturan perundang-undangan (hukum positif), teknik pengumpulan
data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan
pihak kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) Dari hasil penelitian
penulis menarik kesimpulan bahwa Polri dalam menangani tindak pidana teroris
berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri diatur dalam KUHP
pada Pasal 40 dan Pasal 51, Pasal 7 KUHAP, UU No.2 Tahun 2002 pada Pasal 15
ayat (1) huruf g yang diperkuat dengan putusan MK No. 33/PUU-XIV tahun
2016, Perkapolri No.1 tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (1), Perkapolri No.23 tahun
2011 pada Pasal 1 angka 7, aspek hukum pidana dalam praktek extra judicial
killing terhadap teroris di Kabupaten Deli Serdang, asas praduga tak bersalah
dalam kitab undang-undang hukum acara, pidana, Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan
Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan Setiap individu anggota Polri wajib
bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan
kepolisian yang dilakukannya dan Pasal 49 ayat (1) huruf a. Sebagai saran dan
harapan dalam penlitian ini, terkait dengan peraturan agar dilakukan pembaharuan
dengan harapan kebijakan yang baru nantinya bisa memotong mata rantai teroris
yang juga semakin berkembang cara-cara yang dilakukan dalam menjalankan aksi
terror.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Tindak Pidana Teroris
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ABSTRACT

ASPECT OF CRIMINAL LAW IN HANDLING CRIMINAL ACTS
OF TERRORIST IN THE FLATS OF DELI SERDANG

(Study at Polda North Sumatra)
BY
ABDUL KADIR ZAILANI
NPM: 178400182
CRIMNAL LAW

In Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism,
it is stated that what is meant by terrorism is an act that uses violence or threats of
violence that creates an atmosphere of terror or widespread fear, which can cause
mass casualties, and/or cause damage or destruction of strategic vital objects, the
environment, public facilities, or international facilities with ideological, political
or security disturbance motives. In dealing with terrorists, sometimes the police
must act decisively against suspected terrorist actors, sometimes the police must
use forceful efforts with firearms to shoot dead the perpetrators, as happened in
the Tanah Datar Hamparan Perak, Deli Serdang, Two suspected terrorist actors
were shot dead by the Anti-Terror Police, so that in this study the authors raise
issues related to the actions of the Police in dealing with terrorist crimes based on
applicable legal regulations and the National Police Chief, aspects of criminal law
in the practice of extra judicial killing of terrorists in Deli Serdang Regency. The
research method used is normative juridical, namely the application of legislation
(positive law), data collection techniques are by conducting library research and
interviews with the North Sumatra regional police (Polda Sumut). From the
results of the research, the author draws the conclusion that the Police in dealing
with terrorist crimes are based on applicable legal regulations and the National
Police Chief is regulated in the Criminal Code in Article 40 and Article 51, Article
7 of the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on Article 15 paragraph (1)
letter g which strengthened by the decision of the Constitutional Court No.
33/PUU-XIV of 2016, Perkapolri No.1 of 2009 on Article 8 paragraph (1),
Perkapolri No.23 of 2011 on Article 1 number 7, aspects of criminal law in the
practice of extra judicial killing of terrorists in Deli Serdang Regency, the
principle of presumption of innocence in the code of procedural law, criminal law,
Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 1
of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions which states that each
individual member of the National Police is obliged to be responsible for the
implementation of the use of force in his police actions and Article 49 paragraph
(1) letter a. As a suggestion and hope in this research, related to regulations,
reforms should be carried out in the hope that the new policy will be able to cut
the terrorist chain which is also developing ways to carry out acts of terror.

Keywords: Legal Aspects, Terrorist Crime
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara tentu mempunyai tujuan untuk melindungi segenap
masyarakat yang ada dalam kekuasaanya baik dari kejahatan internal atau dari
dunia eksternal, baik yang dapat merugikan individu maupun yang merugikan
masyarakat secara umum. Demikian juga masyarakat menjadikan Negara sebagai
pelindung dari hak-hak yang mereka miliki dan wajib dipenuhi, dijaga oleh

negaranya.

Perkembangan geopolitik global selama hampir lima tahun belakangan ini
diwarnai oleh dua isu besar yang satu sama lain tidak terpisahkan yakni isu jihad

dan terorisme.!

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia bertujuan melindungi segenap Negara
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial, perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang
menggangu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara,
termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktifitas yang mendukung

terjadinya aksi terorisme.

! Aulia Rosa Nasution, Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam
Perfektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia, Kencana Jakarta 2012 hlm. 1
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Terorisme merupakan suatu permasalahan yang serius dan sangat
berbahaya bagi bangsa Indonesia. Perkembangan situasi terakhir menunjukkan
bahwa terorisme di Indonesia belum berakhir. Pelatihan dan perekrutan organisasi
teroris masih berlanjut, seperti pelatihan teroris yang sempat berlangsung
dikawasan pengunungan Jalin, kecamatan Jantho, kabupaten Aceh Besar, Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam.?

Terorisme seakan tidak mengenal akhir. Selama cita-cita perjuangan
mereka tidak pernah tercapai selama itu potensi ancaman terorisme akan terus
berlangsung. Menyadari hal tersebut, apapun kebijakan penanggulangan terorisme
tidak akan efektif selama tidak menyentuh pada akar persoalannya.
Penanggulangan terorisme yang hanya menyentuh pada level permukaan hanya
menghasilkan daya kejut namun tidak berimbas pada upaya penanggulangan yang

substantif dan komprehensif 3

Dalam Undang-Undanng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme
adalah Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat
menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau
kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkunan hidup, fasilitas publik,

atau fasilitas internasional dengan motif idiologi, politik atau gangguan keamanan.

Pada tahun 1979, dalam sebuah seminar yang di selenggarakan oleh Dinas

Intelejen Amerika (CIA) dan Dinas Intelejen Inggris di sepakati bersama

2 Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Yayasan Pengembangan Kajian
Ilmu Kepolisian, Jakarta 2010 hlm.iii
3 Agus SB, Deradikalisasi Nusantara, Daulat Press Jakarta 2016 hlm.7
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mengenai pengertian terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk
melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politis.
Setelah pertemuan itu, mulai banyak diselenggarakan konferensi, seminar
internasional, dan ditetapkan sebagai hukum dan undang-undang untuk membatasi

aksi-aksi yang dapat digolongkan sebagai terorisme.*

Bagi bangsa beradab yang menjunjung tinggi agama, HAM, dan bersikap
moderat sebagai etika demokrasi, tentu akan sepakat untuk memerangi terorisme.
Namun dalam wupaya mencegah dan menindak terorisme, tidak boleh
menggunakan cara-cara teror, melanggar hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan
HAM. Melawan terorisme dengan cara-cara teror justru akan melahirkan lebih
banyak teroris-teroris baru dan akan mematikan demokrasi. Karenanya
pemerintah harus benar-benar memberi perlindungan kepentingan publik dan

HAM sebagai dasar penegakan hukum untuk memberantas teroris dan terorisme.’

Perang melawan terorisme (war on terrorism) tidak berarti membolehkan
berbagai macam cara dalam proses pelaksanaanya. Akan tetapi dalam
melaksanakan tugasnya harus tetap sesuai dengan prosedur pencegahan,
penangkapan, penanahan dan prosedur lainnya yang telah ditetapkan oleh

Undang-undang pemberantasan terorisme.°

Sejak 2010 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi
sebuah lembaga yang diamanatkan sebagai leading sektor dalam penanggulangan

terorisme, termasuk di dalamnya adalah perumusan kebijakan dan pelaksanaan

* Ma’ruf Amin, Melawan Terorisme Dengan Iman, Tim Penanggulan Terorisme Jakarta
2007 him.41-42

3 1bid.

¢ Mardenis, Pemberantasan Terorisme, PT Grafindo Persada Jakarta 2011 hlm.87
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program deradikalisasi. Selama itu pula banyak kemajuan dalam program
deradikalisasi dengan indikator perubahan keyakinan, pemahaman, dan sikap

kelompok radikal ke arah pandangan yang moderat, terbuka, dan toleran.’

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga
negara non kementrian (LPNK) yang menjalankan tugas negara dibidang
pemberantasan teroris yang memiliki visi terwujudnya penanggulangan terorisme
yang dinamis melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat untuk
meminimalkan ancaman terorisme, nampaknya visi yang dimiliki oleh Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini belum terealisasi secara benar
melihat kasus-kasus tindak pidana terorisme yang kerap kali tidak sesuai prosedur
hukum dalam proses penangkapannya menimbulkan munculnya teroris-teroris

baru di bumi Indoensia.

Cikal bakal Densus 88 lahir dari Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom sejak 2001.
Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional
terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Detasemen Khusus 88 Anti teror Polri sebagai Kesatuan khusus yang
menangani kasus terorisme di Indonesia dibawah kendali Kepala Badan Reserse
Kriminal Polri yang merupakan salah satu satuan khusus yang dibentuk oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia,

yaitu lewat Skep Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Sebagai

7 Agus SB, Op.cit. hlm.8
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bagian dari Kepolisian Negara, Densus 88 dalam melakukan tugasnya dibatasi
oleh tata aturan yang dapat dikatakan sebagai Prosedur Tetap (Protap) dalam
melakukan aksinya, terutama dalam menghadapi para teroris. Akan tetapi, dimata
sebagian masyarakat kenyataannya Densus 88 Anti Teror dalam proses
penangkapan terhadap terduga teroris seringkali mengabaikan prosedur tetap yang
telah diatur dalam undang-undang yang mengakibatkan banyak hak asasi teroris
yang dilanggar. Exstra Judicial killing atau penembakan mati diluar putusan
pengadilan salah satu penegakan hukum represif yang sering dilakukan oleh

aparat kepolisian dalam hal ini Densus dalam penindakan terhadap teroris.

Extra judicial killing atau kita kenal dengan penembakan mati di luar
putusan hakim, Extra Judicial Killing ini berpotensi besar terjadi dalam
penanganan teroris, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Kota Datar
Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Sabtu tanggal 16
November 2019 lalu, dua orang terduga teroris tewas setelah baku tembak dengan
tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Penyergapan terhadap dua orang terduga
teroris tersebut merupakan rangkaian pengembangan atas kasus ledakan bom
bunuh diri yang dilakukan korban terduga teroris di Markas Kepolisian Resor

Kota Besar (Polrestabes) Medan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019.

Menurut Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, dua dari tiga
orang yang ditangkap di Dusun I, Jalan Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan
Perak, Deli Serdang, adalah perakit bom bunuh diri di Mako Polrestabes Medan.
dua meninggal itu, dia adalah yang merakit (bom). Perannya saling bantu-
membantu. Pada penangkapan terduga teroris di Hamparan Perak pada Sabtu

siang, ada empat orang yang disergap. Tiga orang dilumpuhkan dan satu orang
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melarikan diri. Salah satu dari mereka ditembak di bagian dada dan paha,
kemudian dua orang lainnya ditembak di bagian kaki. Kapolda Sumut Irjen Polisi
Agus Andrianto mengatakan keduanya ditembak karena berusaha menyerang
petugas pada saat terduga dicegat yang sedang mengendarai kendaraan sepeda
motor schingga dilakuka tindakan tegas, dan ini tidak bisa dibiarkan. Tindakan

yang dilakukan oleh Tim Densus sudah 88 sesuai dengan SOP.

Perburuan teroris besar-besaran di Sumatera Utara dimulai setelah bom
bunuh diri di Polrestabes Medan, Rabu (16/11/2019) 08.45 WIB. Pelaku, Rabbial
Muslim Nasution (24) tewas di lokasi. Sedangkan sejumlah polisi terluka saat
kejadian meskipun tidak ada korban jiwa. Polisi kini juga telah menangkap sekitar

14 orang diduga terkait bom bunuh diri ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Aspek Hukum Pidana Dalam Menangani
Tindak Pidana Teroris Di Tanah Datar Deli Serdang (Studi Di Polda Sumatera

Utara).

Alasan pemilihan judul adalah karena penanganan tindak pidana teroris
menurut penulis masih menuai pro-kontra di tengah-tengah masyarakat sampai
saat ini, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa memberi sedikit gambaran

tentang penerapan peraturan perundang-undang terhadap tindak pidana teroris.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat
dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok
dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang
dimaksudkan dalam hal ini1 adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan
ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam
masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian
sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup
kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga
terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau

keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda
strafrecht Strafberarti pidana, dan recht berarti hukum.Menurut Wirjono
Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan
Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk
membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau

privaatrecht dari bahasa Belanda.®

8 Wirjono Prodjodikoro (1989) dalam Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami
Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-
Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta 2012 hlm.2
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Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum,
diantaranya adalah Soedartoyang mengartikan bahwa hukum pidana memuat
aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang

memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.’

Selanjutnya Moelyatno, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-

dasar dan aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu
bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat
dilksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

tersebut. !’

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana
dalam arti objektif atau strafrecht in objective zin dan hukum pidana dalam arti
subjektif atau strafrecht ini subjective zin. Hukum pidana dalam arti objektif
adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif
atau ius poenale. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons telah

dirumuskan sebagai: Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-

°Ibid.
19 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta 2002 hlm.1
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keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat
hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat
khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana
syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari
peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari

hukumannya itu sendiri.
Hukum pidana dalam arti subjektifitu mempunyai dua pengertian, yaitu:

a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak
yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan
oleh hukum pidana dalam arti objektif.

b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang

disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai ius puniendi.!!

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum
pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana
harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada
prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut
dengan ius poenale dan ius puniend. lus poenale merupakan pengertian hukum

pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah

! Simons, dalam buku P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra
Aditya Bakti Bandung 1997 him.4
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"aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang

memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."!?

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna

jamak yang meliputi:

a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya
telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang
berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan ditindahkan
oleh setiap orang;

b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa
dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaranperaturan-peraturan itu;
dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.

c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-
peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu. '3

2. Pembagian Hukum Pidana.

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati
syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia
sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan
ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan
pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan
tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya.

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

12 Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum
Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan PartnershipJakarta 2015 hlm.2
13 Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika Jakarta 1995 hlm.1
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1) Berdasarkan wilayah berlakunya:

(a) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan
Undang-undang tersebar di luar KUHP).

(b) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu).

2) Berdasarkan bentuknya:

(a) Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP); dan

2. Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus
yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak
Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).

(b) Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang
berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum
keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS
(indische staatregeling) atau AB (Algeme-ne Bepalingen van
Wetgeving). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat
(1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No.
1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.
(a) Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang

berlaku secara umum bagi semua orang.
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(b) Hukum pidana khusus adalah ketentuan - ketentuan hukum pidana
yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan
tertentu (militer) atau suatu tindaka tertentu, seperti pemberantasan
tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususannya meliputi tindak
pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan
militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (in absensia,

pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas lex
spesialis derogatlegi generalis bahwa hukum pidana khusus lebih
diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63

ayat 2 KUHP).

4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.

(a) Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan
tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat di-pertanggung
jawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.

(b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma
atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak
hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan
kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan

dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.'*

B. Tinjauan Umum tentang Teroris

4 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press Makassar
2016 hilm.4-6
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1. Pengertian Teroris

Terorisme dalam bahasa Inggris disebut “terrorism” yang berasal dari kata
“terror”, dan pelakunya disebut “terrorist”. Berdasarkan Oxford Paperback
Dictionary, “terror” secara bahasa diartikan sebagai “extreme fear” (ketakutan
yang luar biasa), “terrifyingpersonorthing” (sesecorang atau sesuatu yang
mengerikan). Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “teror” dan
“isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian,
sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa
kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih
berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bermakna

menimbulkan kengerian. '

Adi Koesno mengatakan terorisme merupakan sebuah bentuk kekerasan
langsung atau tidak langsung, yang dikarenakan pada sasaran yang tidak
sewajarnya mendapat perlakuan kekerasan tersebut, dan dengan aksi tersebut

dimaksudkanagar terjadi rasa takut yang luas di tengah-tengah masyarakat.'¢

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam European Convention on
the Suppresion of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi
perluasaan paradigma arti dari Crimes against Statemen jadi Crimes against
Humanity. Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan
suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum

ada dalam suasana teror. Keterkaitannya dengan HAM, crimes against humanity

15 Asep Syamsul M. Romli, dalam Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme Kebijakan
Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Graha
Ilmu Yogyakarta 2012 hlm.61
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termasuk kategori gross violation of human rights yang dilakukan sebagai bagian
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada

jiwa-jiwa yang tidak bersalah (public by innocent).!”

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah
terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror
mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan
sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada
hanya pada jatuhnya korban kekerasan.Publikasi media massa adalah salah satu
tujuan dari aksi kekerasaan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses
jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di

media massa.

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan
yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang
menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan
dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi,

ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai. '

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka

17 Abdul Wahid, et.al, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum, Refika
AtditamaBandung 2004 hlm.23

18 Jawahir Thontowi, Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan,
Madyan Press Yogyakarta 2002 him.87
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(2) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakankekerasan atau ancaman
kekerasan yangmenimbulkan suasana teror atau rasa takut secarameluas, yang
dapat menimbulkan korban yangbersifat massal, dan/atau menimbulkan
kerusakanatau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup,
fasilitas publik, atau fasilitasinternasional dengan motif ideologi, politik,

ataugangguan keamanan.

2. Unsur-unsur Teroris

Tindak pidana terorisme adalah segalasuatu perbuatan yang mengandung

unsur-unsur:

a. Perbuatan dengan kekerasan/ancaman.

b. Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana terror yang
membuatrasa takut secara meluas, menimbulkan korban massal.

c. Dengan merampas kemerdekaan/hilangnya nyawa/ harta
bendamengakibatkan kerusakankehancuran objek vital lingkungan hidup

fasilitas publik atau internasional. '’

Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Mengenai
perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur
dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6 - 7, bahwa
setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika Pasal 6,

dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan

 Romli Atmasasmita.Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia,
Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta 2002 hlm.86-
87
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suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan
korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau
menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan
atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup
atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, Pasal 7 dengan sengaja
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan
suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan
korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau
menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan
atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup

atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

3. Tindak Pidana Teroris Sebagai Extra Ordinary Crime

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan
luar biasa (extra ordinary crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan
mengunakan cara-cara luar biasa (extra ordinary measure). Derajat
“keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom Bali. Selama ini sesuai
dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari extra ordinary
crimeadalah pelanggaran HAM berat yang meliputi crime against humanity,

Genocide, war crimes dan agressions.?

20 Muchammad Ali Syafa’at, Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi
Kebebasan,Imparsial Jakarta 2005 hlm.62.
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Pelanggaran HAM berat masuk kategori extra ordinary crime berdasarkan
dua alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan
biasanya dilakukan oleh phak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut
baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut
sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan
dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat

kemanusiaan).

A.C Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif
dibalik tindakan terror tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar
biasa (extra ordinary crime). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai
kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan
yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom
dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di
masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih
lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan
dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua
agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah

disepakati berbagai negara.?!

Secara umum, Abdullah sumarahadi mengemukakan bahwa terorisme

dapat menimbulkan bahaya yang kompleks antara lain:

1. Kehidupan social dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan

selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi

2IA.C Manullang, Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan
Tanpa Bukti), Manna Zaitun Jakarta 2006 him.98
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ini dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun
kelompok dalam masyarakat.

Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau
sarana untuk melakukan kejahatanoleh pihak tertentu secara
kesewenang - wenangan oleh penguasa.

Kehidupan ekonomi menjadi carut - marut karena sentimen pasar
cenderung mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun
internasional.

Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai
budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larutdalam
suasana anarkis.

Kehidupan agama menjadi berada dalam bayang - bayang kekuasaan
dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebasan
dari penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif agama

menjadi sebaliknya.??

22 Ari wibowo, Hukum Pidana terorisme kebijakan formulatif hukum pidana dalam

penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, Graha Ilmu Yogyakarta 2012 hlm.76-77
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Tabel Perincian Waktu Penelitian:

WAKTU PENELITIAN

No. | KEGIATAN 2021
Mei Juni Juli Agustus
1 Pengajuan Usulan
Penelitian

2 Perbaikan Usulan

3 Pengajuan ~ Data
Riset

4 Penyusunan
Skripsi

5 Bimbingan Skripsi

6 Meja Hijau

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda)
yang beralamat dui jalan Sisinga Mangaraja No.58 KM. 7.5 Sumatera Utara

20118.
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B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, karena
sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif, yakni penelitian kualitatif akan
melakukan penggambaran secara mendalam tentang masalah situasi atau proses
yang akan diteliti. Karena sifatnya ini, maka penelitian kualitatif tidak berusaha
untuk menguji hipotesis, atau tidak menjadikan hipotesis sebagai asumsi awal,
tidak bermula kepada keinginan untuk memecahkan masalah yang terlebih dahulu

dihipotesiskan, karena tidak ada hipotesis yang diajukan para peneliti kualitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan: kepustakaan adalah studi yang mempelajari
berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis
yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah
yang akan diteliti.

b. Penelitian lapangan: yaitu dengan mengamati beberapa kasus
(masalah), setelah mendapatkan kasus yang akan di teliti kemudian
peneliti akan melakukan wawancara dengan instansi yang berkaitan
dengan permasalahan yang di teliti.

4. Analisis Data
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Data yang dihadapai baik yang bersumber dari buku, karya ilmiah atau
penelitian terdahulu yang terkumpul berkaitan dengan penelitian, diamati dan
mampu untuk diterjemhkan kemudian dijadikan bahan referensi. Dari hasil

analisis tersebut diharapkan mampu memecah permasalahan yang diteliti.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Tindakan Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan
peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri dalam KUHP pada Pasal 48
“barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa
(Overmacht) tidak dipidana”, dan Pasal 51 (KUHP), “barang siapa
melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yangdiberikan
oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum “ Pasal 7 angka 10
(KUHAP)melakukan tindakan lain yang lain menurut hukum yang
bertanggungjawab, UU No.2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1) “Dalam
rangka menyelenggarakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik
Indonesia secara umum berwenang: “melakukan tindakan pertama di
tempat kejadian” yaitu melakukan penembakan langsung terhadap terduga
teroris yang telah meresahkan masyarakat karena tindakan agresifnya,
merupakan tindakan pertama di tempat kejadian demi mencegah
kejahatan terorisme itu sendiri” huruf g yang diperkuat dengan putusan MK
No. 33/PUU-XIV tahun 2016 “tindakan pertama yang dilakukan oleh
anggota kepolisian di tempat kejadian merupakan tindakan yang
konstitusional selama merujuk pada pembatasan-pembatasan sebagaimana
yang tertuang dalam pasal 13 dan 14 UU no 2 tahun 2002 serta Pasal 16
dan Pasal 17 KUHAP”, Perkapolri No.1 tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (1),

Perkapolri No.23 tahun 2011 pada Pasal 1 angka 7 “Penindakan Tersangka
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Tindak Pidana Terorisme adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang
meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan
barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap

Tersangka Tindak Pidana Terorisme”.

2. Aspek hukum pidana dalam praktek extra judicial killing terhadap teroris
di Kabupaten Deli Serdang, Kesengajaan menghilangkan nyawa orang
lain oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan
kewajibannya di luar kebutuhan untuk melakukan pembelaan terpaksa
dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang
menyatakan Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas
pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang
dilakukannya dan Pasal 49 ayat (1) huruf a yang menyatakan setiap
petugas wajib mempertanggung jawabkan tindakan penggunaan senjata
api. Dimana, alasan pembenar tidak dapat digunakan karena melakukan
penggunaan senjata api tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang
menghapuskan sifat melawan hukumya karena menjalankan undang-
undang.

B. SARAN

1. Tindakan Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan
peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri maupun tindak pidana lain
yang mengharuskan polisi melakukan uapaya paksa dengan tembak

ditempat perlu dibuat regulasi khusus.
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2. Asas praduga tak bersalah semestinya menjadi pedoman dalam bertindak,
maka dari itu setiap anggota kepolisian yang melakukan upaya tembak
ditempat sejatinya tetap diproses, terkait tindakan ditempat yang
dilakukan, apakah sudah benar benar sesuai dengan ketentuan undang-
undang.

3. Agar kepolisian dalam menanggani tindak pidana terorisme selalu
mengendepankan kemanusiaan, disamping praduga tidak bersalah.
Sehingga polisi sebagai penegak hukum harus bertindak berdasarkan

prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
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